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Sebelum Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali tahun 2002, 
ada gagasan yang bisa dibilang sangat berani dan progresif untuk 
organisasi modernis yang telah sekian lama dikategorikan sebagai 
"pembela" purifikasi Islam, yakni dakwah kultural. Gagasan tersebut 
terlempar pada Halaqah Tarjih di Universitas Muhamrnadiyah Sura- 
karta tahun 2001. Gagasan ini terus bergulir, sekalipun masih sayup- 
sayup terdengar, namun be rjalan pasti sampai akhirnya tiba Tanwir 
di Denpasar Bali tahun 2002. Saat inilah, hemat saya, Muhammad- 
iyah menemukan titik kulminasinya, sehingga seakan-akan gempa 
bumi teknonik di tanah perdikan Muhammadiyah tengah te  rjadi. 
Disini momentum mengapresiasi kultur mendapatkan tempatnya, 
yang bukan tanpa silang pendapat, sampai kafir-mengkafirkan 
segala. 

Ketika Tanwir di Denpasar Bali tahun 2002, Muhammadiyah 
melakukan sebuah lompatan budaya dengan sangat berani, sekali- 
gus menantang. Dimana pada saat itu, Muhammadiyah menge- 
luarkan semacam fatwa perlunya "dakwah kultural" di lingkungan 
internal khususnya, dan Islam pada umumnya. Mengapa keputusan 
Tanwir tersebut disebut berani, menantang dan liberal? Bahkan, 
keputusan itu disahkan dalam Sidang Tanwir di Makasar 2003. 
Dakwah kultural sendiri ditafsirkan sebagai bentuk dakwah yang 
mengakomodasikan semua jenis potensi manusia sebagai makhluk 
budaya dan berkebudayaan, sehingga mereka dapat diubah 
menjadi masyarakat yang lebih baru dan Islami (Abdurrahman: 2003: 
24). 
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Keputusan tersebut dibilang berani, sebab selama ini sudah 
mafhum bahwa Muhammadiyah dianggap sebagai penentang 
bentuk-bentuk kebudayaan, karena kebudayaan jika masuk pada 
agama merupakan bagian dari model keberagamaan yang tidak 
sesuai dengan ajaran Islam yang genuine. Oleh sebab itu, semua 
jenis kebudayaan tidak bisa diakomodir menjadi sebuah kekuatan 
dalam agama. Segala jenis kebudayaan adalah bentuk-bentuk ke- 
agamaan yang akan dengan mudah menyesatkan, karena ha1 itu 
merupakan sesuatu yang mengada-ada, tidak ada petunjuknya 
dalam kitab suci, sehingga hams ditolak. Sebab, segala sesuatu yang 
tidak ada petunjuknya jika dike jakan, bukan saja tidak mendapatkan 
apa-apa, tetapi malah dapat menyebabkan seseorang yang menger- 
jakan masuk neraka. Siapa saja yang mengerjakan sesuatu yang 
tidak ada petunjuknya, hanyalah mengerjakan sesuatu yang me- 
lapangkan jalan ke jurang kesesatan, karena ha1 itu perbuatan 
bid'ah. 

Perdebatan panjang pun segera dimulai, ketika gagasan 
dakwah kultural ditabuh oleh Muhammadiyah. Ada sebagian 
kelompok mendukung gagasan ini, namun juga tidak sedikit yang 
menentang. Bahkan, kelompok penentang bukan saja muncul dari 
kalangan kelas bawah, tetapi juga dari kalangan elit Muharnrnad- 
iyah, dalam arti mereka yang termasuk jajaran pimpinan, baik di 
tingkat pimpinan pusat, wilayah maupun daerah. Perdebatan antara 
pihak pendukung dan penentang perlunya dakwah kultural terus 
berkembang dengan deras. Namun, tampaknya pihak pendukung- 
lah yang kemudian keluar sebagai "pemenang" sehingga dakwah 
kultural perlahan-lahan dapat diterima oleh sebagian kecil elit 
Muhamrnadiyah, sekalipun beberapa resistensi tetap muncul. 

Salah satu bentuk resistensi adalah permintaan jajaran elit 
Muhammadiyah untuk meminta penjelasan dengan sedetail- 
detailnya tentang apa yang dimaksud dakwah kultural. Bagaimana 
persisnya pelaksanaan di lapangan dan apa saja yang dapat 
dikerjakan sebagai bentuk konkret dari dakwah kultural. Hal ini 
dibutuhkan oleh kelompok penentang, sebab dimata mereka 
dakwah kultural tidak lain dari bentuk "percampuran akidah umat 
Islam" yang selama ini menjadi lahan dakwah Muhammadiyah. 
Muhammadiyah oleh kelompok penentang dakwah kultural tidak 
boleh terjebak dalam jargon-jargon modernisasi yang dikemas oleh 
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budaya westernisasi, yang hanya menyesuaikan dengan selera 
pasar. 

Buat kelompok penentang dakwah kultural Muhammadiyah, 
jelas argumentasinya bahwa dakwah Islam haruslah bertumpu pada 
ajaran syariah murni, atau dalam istilah lain sebagai gerakan dakwah 
yang bertumpu pada penyempurnaan akidah dari segala bentuk 
kemaksiatan, kesyirikan, dan kejahilan lainnya. Bentuk-bentuk 
kejahilan tersebut antara lain adalah mengakomodir bentuk-bentuk 
budaya bkal,  yang nota bene merupakan budaya tidak Islami, sebab 
merupakan warisan budaya hinduisme-jawaisme yang tidak 
mempunyai dasar-dasar keIslaman. Muhammadiyah tidak bisa 
mentolerir dakwah semacam ini. Sementara itu, buat kelompok 
pendukung dengan tenang mencoba menjelaskan kepada khalayak 
Muhammadiyah bahwa yang dimaksud dakwah kultural adalah 
bentuk dakwah yang dinamik, tidak berhenti pada satu gerakan, 
sebab esensi dari gerakan tajid Muhammadiyah adalah senantiasa 
melakukan eksperimen-eksperimen untuk merumuskan sesuatu 
yang baru dalam rangka menjawab persoalan-persoalan ke- 
manusian yang muncul di muka bumi. 

Disitulah sesungguhnya, ijtihad Muhammadiyah tentang 
perlunya dakwah kultural, hemat saya, dapat dipahami, tanpa hams 
menerima secara taken for granted, tetapi dengan reserve yang 
tinggi. Dalam arti, berani melakukan kritik-kritik yang mengarah 
pada konsrtruksi dakwah kultural Muhammadiyah yang lebih 
memadai, dan membumi. Dakwah kultural Muhammadiyah tidak 
bisa berdimensi melangit melulu, berkaitan dengan sod-soal ibadah 
khusus antara manusia dengan tuhan, tetapi juga menyentuh 
dakwah yang berdimensi kemanusiaan. Tanpa gerakan semacam 
ini, sesungguhnya hanya akan menempatkan Muhammadiyah 
sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar pada level teologis 
teosentris, bukan pada level teologi antroposentris. 

Untuk itulah, buat saya Muhammadiyah tidak bisa berhenti 
melakukan ijtihad, sebab masyarakat senantiasa mengalami 
perubahan. Masyarakat tidak statis sebagaimana benda-benda mati 
yang dapat diamati satu kali dan langsung dapat dilihat hasilnya. 
Masyarakat merupakan benda hidup yang senantiasa membutuh- 
kan pendekatan-pendekatan baru yang lebih spesifik, hidup dan 
kontekstual. Inilah pijakan gerakan yang hams menjadi trade mark 
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Muhammadiyah dirnasa depan, sehingga Muhammadiyah tidak 
mengalami apa yang disebut dengan "gajah kegemukan" yang 
larnbat be rjalan, dan tidak lagi produktif. 

Tentu orang tidak bisa dengan gampang menilai bahwa 
Muharnmadiyah tidak lagi produktif. Saya sendiri setuju dernikian. 
Namun, kritik yang dilontarkan beberapa pihak bahwa Muhammad- 
iyah saat ini tidak lagi menghaqilkan pemikiran-pemikiran yang bisa 
dibilang revolusioner, transformatif, irnajinatif sebab terlalu banyak 
mengurus besarnya lembaga dan banyaknya amal usaha dalam arti 
fisik pantas pula mendapatkan tempat. Dalam hal amal usaha, tidak 
ada organisasi Islam yang mampu menandingi betapa banyaknya 
amal usaha yang telah dihasilkan oleh organisasi Islam modernis 
ini, meminjam Deliar Noer, sekalipun kategori Deliar Noer telah 
mendapatkan kritik oleh intelektual-intelektual yang menulis tentang 
Muhammadiyah belakangan. 

Kritik beberapa pihak atas Muhammadiyah tetap bermanfaat, 
sebab sebuah gerakan memang perlu melakukan otokritik sehingga 
tidak monoton dan menjadi ideologis-hegemonik. Sebab itulah, kita 
tempatkan kritik atas Muhammadiyah sebagai "cambuk" yang akan 
memacu Muhammadiyah senantiasa melalukan pilihan-pilihan 
gerakan dakwahnya, sehingga dimasa depan Muhammadiyah 
bukan saja dikenal sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi 
munkar pada level teologis-teosentris, tetapi sekaligus level teologis- 
antroposentris, persis sebagaimana Muhammadiyah digagas oleh 
KH. Ahmad Dahlan ketika mendirikan organisasi ini. Ahmad Dahlan 
merupakan pendiri yang sangat progresif, transformatif, sekaligus 
kritis, sehingga mampu menafsirkan "tanda-tanda zaman" sesuai 
dengan konteksnya. Tafsir Surat Al-Maun adalah bukti konkret 
betapa sensitifnya Ahmad Dahlan melihat zamannya. 

Lantas apa yang akan dikerjakan Muhammadiyah setelah 
mencanangkan dakwah kultural, sehingga Muhammadiyah dan 
Islam umumnya tidak mengalami kemandegan di tengah masya- 
rakat. Doktrin bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, 
agama yang paling mumpuni (paling lengkap) dan agama yang 
ahsan li kulli zaman w a  makan memang benar adanya. Namun, kita 
rasanya tidak bisa hanya berkutat pada doktrin tersebut, sebab kita 
membutuhkan kerangka yang lebih jelas mau kemana sebetulnya 
gerakan Muhammadiyah dirnasa depan. Kita tidak bisa berpangku 
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tangan untuk meminta turunnya sang ratu adil untuk melakukan 
penyelamatan bumi dari segala macam bentuk turbulence sosial. 
f i ta juga tidak bisa hanya berdoa menengadahkan tangan untuk 
memohon pertolongan dari Tuhan, sementara tidak berbuat yang 
konkret di tengah masyarakat yang memang membutuhkan. 

Muhammadiyah bagaimana pun harus sadar bahwa 
kehidupan kita saaat ini telah jauh berubah ketimbang ketika awal 
mula Muhamrnadiyah didirikan tahun 1912. Kompleksitas masalah- 
masalah yang muncul terjadi dimana-mana. Pertemuan dan 
sekaligus ketegangan yang terjadi antarsesama warga negara 
hampir-hampir tidak bisa dielakkan. Pertemuan antarkultur bahkan 
bukan hanya tejadi antarsesama warga negara negeri ini, bahkan 
lintas negara dan lintas agama. Persoalan yang dulu tidak muncul 
dipermukaan, saat dengan hilir mudik berseliweran di depan hidung 
kita semua. Ini semua jelas membutuhkan sikap konkret dalam 
pemihakan dan kearifan bertindak. Tanpa sikap arif dan tindakan 
pemihakan yang jelas saya khawatir yang akan te  jadi adalah proses 
dehumanisasi yang semakin mendalam, atas  nama agama 
sekalipun. Jelas hal seperti ini tidak boleh te jadi, dan Muhammad- 
iyah buat saya harus memiliki peran yang jelas disini, tanpa boleh 
menunda-nunda peke jaan rumah yang demikian beratnya. 

Pilihan Gerakan 

Ada banyak problem yang menghadang agama-agama, Islam 
termasuk Muhammadiyah. Masalah-masalah sosial kontemporer 
tidak bisa dihentikan gerak lajunya. Masalah-masalah kontemporer 
seperti munculnya fenomena gay, lesbian, perkawinan antaragama, 
perkawinan via internet, pe jodohan via internet, pergulatan tentang 
Islam dan demokrasi, serta HIVIAIDS adalah bentuk-bentuk yang 
merupakan pertanda dari gerak masyarakat yang semakin beresiko 
(risk society). Risk society adalah masyarakat yang lebih memilih 
tanda-tanda sebagai bentuk identitas baru ketirnbang substansi dari 
kebutuhan itu sendiri. 

Masyarakat kita telah dengan gampang terbius dengan 
produk-produk yang merupakan komodifikasi-komodifikasi budaya 
ketimbang produk-produk yang benar-benar dibutuhkan. Bagai- 
mana orang Indonesia lebih tertarik dengan minuman coca cola, 
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sprite, fanta, greensand, maupun minuman bermerk lainnya 
ketimbang minuman-minuman lokal yang memiliki kadar kimia lebih 
rendah dan bergizi tinggi misalnya. Mengapa orang kita lebih tertarik 
dengan produk-produk makanan gaya Eropa-Amerika semacam 
pizza hut, keju dan cokelat ketimbang memilih kacang rebus, jagung 
rebus, telo pendem dan sejenisnya. Mengapa orang kita lebih suka 
memilih celana-pakaian bermerk Lea, Blue Jeans, Laruso, dan 
sejenisnya dan dibeli di super market-supermarket kelas wahid, 
Plaza Indonesia, Matahari, Gardena, atau Mall, tidak memilih celana 
merek lainnya yang secara kualitas sebenarnya sama. Mengapa 
orang kita tidak memilih belanja merek-merek pakaian-celana yang 
sejenis di pasar, ai toko kecil pinggir jalan, atau Glodok, Pasar 
Beringharjo, Pasar Klewer, dan sejenisnya? Jelas apa yang diproduk 
oleh Eropa-Amerika merupakan produk-produk komodifikasi yang 
menawarkan gengsi tersendiri sehingga pemakainya memiliki 
identitas tersendiri dibanding pemakai pakaian-celana, penikmat 
minuman, dan makanan merek lain sekalipun dengan kualitas yang 
sama bagusnya. Jelas, identitas menjadi bagian terpenting dari 
proyek besar risk society dan masyarakat borjuis. 

Tapi, apakah masyarakat yang menikmati produk-produk ala 
Amerika-Eropa tadi sadar akan proses eksploitasi yang sedang 
berlangsung secara sistematis? Agaknya, sebagian dari masyarakat 
kita tidak sadar bahwa semua itu merupakan proyek besar 
kapitalisme dengan jargon globalisasi, sebab mereka bersembunyi 
dibalik model desublimasi budaya sebagaimana pernah 
dikhutbahkan oleh sosiolog Herbert Marcuse. Marcuse memiliki 
pendapat bahwa masyarakat tidak akan melakukan pemberontakan 
kultural ketika telah terjadi desublimasi kultural yang tidak terasa. 
Eksploitasi akan berjalan dengan sempuma, sekalipun sebenarnya 
tidak disukai (Marcuse: 2001: 165). 

Masyarakat beresiko model Ulrich Beck sesungguhnya 
menunjuk pada masyarakat yang telah mengarah pada teknologisasi 
yang nyaris menjadi ideologi. Beck berkhutbah bahwa masyarakat 
modem adalah masyarakat beresiko karena disana terjadi paradoks- 
paradoks yang sangat kompleks, sehingga pilihannya adalah 
mengikuti atau tertinggal, ini saja (Beck: 1994: 24). Kecanggihan 
teknologi hampir-hampir mengalahkan dalil-dalil agama, sehingga 
agama akan kehilangan elan vital pembebasannya ketika tidak 
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mampu menangkap pesan-pesan tanda-tanda alam yang terus 
bergerak maju. Dengan kecanggihan teknologi hampir-hampir 
seluruh gerak nadi dan prediksi-prediksi kitab suci mampu dike rja- 
kan oleh teknologi. Dalam kasus ini misalnya, bagaimana peng- 
gambaran kiamat dapat dilakukan dengan baik oleh sebuah film 
animasi yang demikian hebat dan mengagumkan. Gambaran bumi 
bertabrakan, benda-benda di atas bumi dan langit berterbangan 
saling tabrakan antara satu dengan lainnya, matahari memancarkan 
cahaya dengan sangat mengerikan karena terpantul sinaran 
cahayanya, dan makhluk-makhluk seisi bumi dan langit ketakutan 
melihatnya, menjadi lukisan yang sangat menahubkan dan memiliki 
daya khayal luar biasa. Dan ini mampu dike jakan oleh mereka yang 
hanya menafsirkan tanda-tanda zaman dengan kekuatan teknologi, 
bukan memahami doktrin-doktrin kitab suci. Semua ini jelas tan- 
tangan tersendiri bagi umat Islam dan khususnya Muhammadiyah. 

Belum lagi masalah-masalah penyakit moral yang demiluan 
mengerikan seperti korupsi yang merajalela di seluruh antero 
republik ini. Bahkan, yang lebih mengerikan adalah jika benar 
pernyataan dan temuan banyak orang bahwa tiga departemen 
terkorup di negeri mayoritas penduduknya Muslim ini adalah 
Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Departemen 
Kesehatan. Departemen Agama merupakan departemen yang 
mengurus masalah kesehatan spiritual, Departemen Pendidikan 
yang mengurus masalah masa depan nasib anak bangsa dan 
Departemen Kesehatan yang mengurus kesehatan fisik seseorang 
sudah demikian korup, maka mau jadi apa bangsa ini, bukankah 
benar sempurnalah kerusakan bangsa ini? 

Korupsi di negeri ini memang sudah sangat mengkawatirkan, 
sebab dalam sebuah survei yang dikejakan oleh sebuah lembaga 
survei independen internasional tahun 1999 dan tahun 2000, 
menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dan 
terkorup ketiga di dunia bersama China, Kuba, Zimbabwe dan Brasil. 
Apa yang bisa diharapkan dari negara yang para pejabatnya 
koruptor, tidak ada yang lain kecuali kita merasa malu dengan 
negara-negara tetangga, sehingga sempurnalah ungkapan sastra- 
wan Taufik Ismail, Malu (Aku) Menjadi Orang Indonesia, suatu ketika 
pada sebuah puisi yang dibuatnya. Kita malu karena moralitas 
bangsa ini benar-benar berada pada titik nadir. Bahkan, pertanda 



kearah sana semakin gambling ketika seorang yang menjadi 
tersangka dalarn kasus korupsi terns bisa dengan lantang mencalon- 
kan dirinya sebagai calon presiden, dan malahan akan menggugat 
balik mereka yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. 
Sungguh negeri ini menjadi negeri antah berantah, yang tidak jelas 
juntrungan hukumnya. Hukum hanya menjadi komoditas politik dan 
menjadi milik para pemegang kekuasaan. Hukum tidak berlaku bagi 
para pemegang kekuasaan, sebab mereka dapat "membeli para 
hakim", bahkan kekuasaan dapat berlaku apa saja pada mereka 
yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Hukum dapat 
digunakan sebagai kepentingan sebanyak-banyaknya "menilep 
uang rakyat" dengan dalih pemberdayaan dan pemerataan atau 
pemberantasan kemiskinan. 

Kasus terbunuhnya Hakim Agung Syafruddin Prawiranegara 
adalah bukti konkret betapa para pemegang kuasa dan pemegang 
uang mempunyai kedigdayaan luar biasa daripada aparat penegak 
hukum. Lantas, apalagi yang dapat diharapkan oleh orang-orang 
kecil, jika aparat penegak hukum, penjaga keamanan dan pelayan 
masyarakat ke janya tidak lain sebagai tukang peras, tukang pukul 
dan bandit uang rakyat? Inilah turbulence moralitas bangsa'kita 
sudah sampai diubun-ubun kepala kita, sehingga proyek good 
governance dan clean goverment memang membutuhkan tenaga- 
tenaga yang benar-benar memiliki komitmen untuk perbaikan 
kondisi moralitas bangsa. Tanpa komitmen saya meragukan gagasan 
untuk menuju good governance dan clean government. 

Dengan kondisi carut-marut seperti itu, dalam kelompok Islam, 
muncullah beberapa elemen masyarakat yang hendak menawarkan 
cara baru dalam bernegara. Mereka misalnya, menawarkan pember- 
lakuan syariah Islam sebagai satu-satunya hukum yang harus 
diterapkan di Indonesia. Hanya dengan syariat Islam prospek bangsa 
ini akan kelihatan kembali. Syariah Islam dalam pandangan para 
pendukungnya dianggap sebagai sistema yang mampu mengatasi 
seluruh problem kemanusiaan yang muncul. Bahkan, mereka 
beranggapan bahwa kehancuran moralitas bangsa ini disebabkan 
sistem negara ini tidak memakai sistem Islam atau negara Islam. 
Negara dan sistem Islam akhirnya menjadi tawaran yang hampir- 
hampir harga mati. Tidak ada dialog yang harus dike jakan, karena 
hukum Islam tidak perlu didialogkan, tetapi segera untuk 
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dilaksanakan. 

Gagasan mengusung sistema dan negara Islam Indonesia 
tampaknya mendapatkan dukungan beberapa kelompok partai 
politik dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Beberapa 
komponen dalam masyarakat merasa perlu melakukan dukungan, 
bahkan perlu melakukan manifesto untuk mendukung pemberlaku- 
an syariah Islam. Pelbagai pertemuan digelar untuk merumuskan 
sistem negara Islam, di Joglakarta, Surakarta, Makasar, Banten dan 
Madura merupakan daerah-daerah yang menjadi ajang perdebatan 
syariah Islam dan malah beberapa tempat seperti Makasar, Cirebon, 
Banten, dan Madura merupakan tempat uji coba pemberlakuan 
syariah Islam. 

Namun, begitu pilihan pemberlakuan syariah Islam yang 
diusung oleh beberapa kelompok masyarakat Islam tidak secara 
langsung mendapat dukungan dari dua organisasi Islam terbesar 
di Indonesia. Baik NU maupun Muhammadiyah merasa tidak perlu 
mendukung rencana formalisasi syariah Islam di Indonesia. Negara 
Indonesia bukanlah negara Islam, sebagaimana diidealkan oleh 
kelompok pendukung, sebab Indonesia merupakan negara yang 
pluralis dari segi agama dan etnik, sehingga bentuk final negara 
Indonesia adalah negara seperti sekarang ini, yakni negara yang 
memasukan nilai-nilai agama dalam tatanan kenegaraan, bukan 
formalisasi negara Islam. Dua organisasi Islam ini hendak menyata- 
kan bahwa di dunia ini tidak ada negara Islam yang ideal sebagai- 
mana dicita-citakan para pendukungnya, bahkan dua ormas Islam 
terbesar ini beberapa kali menyatakan melalui ketuanya masing- 
masing bahwa negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara 
Islam ternyata tingkat kerusakan moralnya demikian tinggi. 
Bagaimana angka perkosaan demikian meningkat dibanding negara 
yang tidak secara formal menyatakan sebagai negara Islam. Negara 
yang menyatakan diri sebagai negara Islam juga memperlihatkan 
betapa diskriminasi atas rakyatnya demikian hebat. Negara yang 
menyatakan diri sebagai negara Islam juga tidak menghargai tenaga 
kerja perempuan lebih baik dibanding tenaga kerja kaum adam. 
Negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam, juga tidak bisa 
menghargai perbedaan sebagai sunnatullah. Serta beberapa 
pertimbangan, mengapa NU dan Muhammadiyah tidak secara 
serempak dan tegas mendukung diberlakukannya negara Islam di 



Indonesia. Di samping ada problem internal umat Islam yang belum 
selesai tentang syariah Islam versi siapa. 

Dengan mengacu pada dinamika masyarakat yang demikian 
keras tersebut, Muhammadiyah tidak bisa berpangku tangan. 
Muhammadiyah harus berinisiatif melakukan terobosan dalam 
memilih gerakan apa yang akan dikerjakan. Jika Muhamrnadiyah 
tidak segera melakukan pilihan gerakan secara cermat, saya kira 
apa yang menjadi kegelisahan dan harapan banyak pihak pada 
Muhammadiyah, termasuk orang Muhammadiyah sendiri, akan 
kemudian menyusut dan kecewa. Muhamrnadiyah memang hams 
bisa melakukan kreasi-kreasi atau ijtihad-ijtihad yang bam untuk 
menangkap perubahan zaman yang terus berlangsung. 

Darimana Memulai 

Membincangkan soal kultur sesungguhnya kita membahas 
masalah yang saling terkait antara individu, masyarakat, internasi- 
onal dan masalah-masalah kemanusiaan. Sebab itu, mernbicarakan 
kebudayaan, apalagi kebudayaan global mau tidak mau mesti 
menyentuhnya sebagai sebuah keterkaitan yang saling mem- 
pengaruhi. Robertson memberikan penggambaran kepada kita 
bahwa pembicaraan kebudayaan global harus menyangkut 
masalah-masalah nasional, internasional, kemanusiaan dan pen- 
carian pemecahannya. Di sana kita akan menemukan hal-hal yang 
serba relatif dari masyarakat nasional, hal-hal relatif dari masalah- 
masalah individual, masalah-masalah relatif berkaitan dengan 
identitas diri serta masalah-masalah kemanusiaan (Robertson: 1992: 
26-27). 

Beranjak dari sana,  lantas darimana kita akan memulai 
melakukan sebuah perlawanan atau counter atas budaya-budaya 
yang tidak produktif. Agaknya, sudah semestinya kita melakukan 
beberapa perubahan paradigma untuk menuju masyarakat yang 
lebih produktif. 

Pertama, meninggalkan dunia mitologis. Sebagai gagasan 
fundamental mengubah mentalitas masyarakat, kita harus 
melakukan perubahan paradigma dan perspektif masyarakat dari 
pikiran-pikiran yang lebih bersifat mitologis menuju pemikiran yang 
lebih rasional-revolusioner. Masyarakat Islam yang telah sekian lama 
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terjerembab dalam paradigma "Ratu Adil" hams digeser menuju 
paradigma perlawanan secara kultural, sehingga yang muncul 
dipermukaan bukan lagi menanti datangnya sang penyelamat 
kekacauan dunia, tetapi melakukan perlawanan secara sistematik 
dan paradigmatik dengan menyusun program-program 
pemberdayaan yang konkret di masyarakat kelas bawah. 

Program-program gerakan Islam semacam Muhammadiyah 
tidak lagi melakukan kampanye besar-besaran tentang tema-tema 
sosial yang bersifat melangit, tetapi melakukan kerja-kerja 
kebudayaan yang lebih bercorak kerakyatan dan partisipasi kelas 
rakyat. Apabila dulu kita lebih banyak bergerak pada aras wacana 
fiklh maka sekarang sudah saatnya merombaknya menjadi gerakan 
yang lebih bersifat transformatif-pemberdayaan rakyat pada level 
kebutuhan-kebutuhan konkret keseharian. Dalam konteks ini, maka 
khutbah-khutbah, pengajian-pengajian, rapat akbar atau istigotsah 
tidak hanya bercerita tentang pahala dan dosa, sorga dan neraka, 
tetapi lebih mengemukakan masalah-masalah riil yang dihadapi 
masyarakat kebanyakan. Bagaimana, gerakan Islam seperti  
Muhammadiyah merespon masyarakat kecil yang rumahnya 
menjadi langganan penggusuran, orang-orang kecil yang terjerat 
hutang harus membayar biaya tarif listrik yang terus menanjak, 
bagaimana khutbah-khutbah merespon penggusuran dengan dalih 
pembangunan bendungan listrik, atau sejenisnya. Bagaimana 
masalah pekerja seks tidak hanya dikhutbahi, namun dientaskan. 

Disana jelas sekali bahwa gerakan Islam seperti Muhamrnad- 
iyah tidak bisa lagi hanya menyampaikan gagasan tentang Islam 
sebagai agama yang menyantuni orang-orang kecil. Tidak lagi 
menyampaikan dengan berbusa-busa bahwa Islam memperhatikan 
nasib orang kecil. Khutbah-khutbah di masjid, di mushola, di 
lapangan ketika hari raya, atau ketika pengajian, bagaimana Islam 
tidak hanya menyuruh orang untuk hidup bersabar dari kelaparan, 
dari bencana penggusuran, dari bencana alam dan seterusnya. 
Tetapi khutbah-khutbah para mubalig sudah seharusnya menyen- 
tuh langsung kebutuhan riil masyarakat bawah yang sudah saban 
hari menderita kelaparan, berpuasa sepanjang tahun karena tidak 
ada yang dimakan dan seterusnya. 

Disinilah, hemat saya, pilihan gerakan hams dimulai dengan 
mengusung tema-tema yang bersifat revolusioner, pembebasan 



kaum tertindas, dan marjinal. Soal mitos Ratu Adil harus segera 
dilakukan demitologisasi, demikian juga masalah-masalah lainnya 
yang acapkali menjadi batu sandungan masyarakat Islam sehingga 
ha1 tersebut seakan-akan merupakan takdir Tuhan. Muharnrnadiyah 
memiliki posisi strategis bila mampu melakukan perlawanan kultural 
dengan model melakukan shifting paradigm sehingga masyarakat 
beranjak dewasa dari mitologi menjadi rasional. Atau meminjam 
Kuntowijoyo selamat tinggal mitos, selamat datang rasio. 

Bagaimana khutbah-khutbah mampu melakukan interpretasi 
atas kebudayaan pada dirnensi rasional, sekaligus dimensi politik 
yang senantiasa menyelimuti seluruh gerak nadi kebudayaan 
manusia. Bagaimana kebudayaan dilihat sebagai sebuah sistem 
dunia yang memiliki nilai-nilai ideologis. Meminjam Clifford Geertz, 
kebudayaan jelas-jelas sebagai sistem dunia tidak ada bedanya 
dengan ideologi. Dia akan dapat mendikte, sekaligus melakukan 
imperialisasi, baik secara psikologis maupun secara fisik. 
Kebudayaan sebagai ideologi akan menawarkan kenikmatan, 
sekaligus gaya hidup yang baru yang merongrong system 
kebudayaan yang lama (Geertz: 1973: 195-196). 

Kedua, revolusi kesadaran. Tatkala kita mencanangkan per- 
ubahan fundamental dan revolusioner, tidak bisa dibayangkan 
hanya dengan pijakan partisipasi yang bersifat semu. Partisipasi 
semu telah gaga1 dalarn membentuk sebuah kesadaran kelas era 
Karl Marx, ketika mengusung revolusi kelas bawah, buruh-buruh 
pabrik ketika itu. Gagasan revolusi kelas yang dikehendaki Marx 
ternyata hanya berhenti pada sebuah kesadaran semu sehingga 
rakyat tertindas tidak merasakan penindasan tersebut, tetapi merasa 
menikmati hasil penindasan tersebut. Oleh sebab itu, untuk sebuah 
perubahan budaya secara revolusioner atau fundamental jelas 
dibutuhkan sebuah kerangka metodologis yang lebih memadai. 
Kerangka metodologis tersebut yang oleh Paolo keire disebut 
dengan revolusi kesadaran kolektif. 

Kesadaran kolektif akan muncul ketika tahapan-tahapan proses 
penyadaran berjalan dengan baik. Dari tahapan imajinatif menuju 
kreatif hingga progresif menjadi bagian tak terpisahkan. Dari sana 
kelak akan tumbuh sebuah kesadaran bersama yang didasarkan 
pada kepentingan-kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini 
dapat berupa common enemy, dapat pula dibentuk karena adanya 



kesamaan misi ideologis. Bagaimana menumbuhkan revolusi 
kesadaran kolektif? Salah satu metode yang ditawarkan adalah 
dengan mengkreasi coersi-coersi menjadi milik bersama sehingga 
dianggap sebagai penyakit sosial yang membutuhkan perlawanan 
secara radikal. Itulah yang kemudian akan menjadikan kelas rakyat 
tertindas bangkit dan berani melakukan perlawanan terhadap 
hegemoni-dominasi sebuah ideologi tertentu yang bisanya 
dilakukan oleh kelompok dominan, dalam ha1 ini adalah negara 
sekaligus pemilik modal. 

Berpijak pada gagasan revolusi kesadaran, ke rja-kerja parti- 
sipatif-emansipatoris hams menjadi pilihan utama gerakan Islam, 
termasuk dalam berdakwah. Gerakan Islam sudah seharusnya 
meninggalkan cara-cara lama dalam berdakwah untuk menuju cara 
bam yang lebih bersifat transformatif-liberatif. Sebab, hanya dengan 
cara-cara dakwah demikian perubahan dalam masyarakat Islam 
akan semakin nyata wujudnya, dibanding dengan mempertahankan 
model-model lama dalarn pengembangan dakwah. Dakwah model 
lama tentu bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam rangka untuk 
saling mengingatkan antarsesama penganut Islam. 

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam dakwah 
bam adalah bagaimana melakukan pembinaan atau pengkaderan 
model community development yang nanti akan memunculkan apa 
yang disebut komunitas basis. Komunitas basis akan menjadi pilar 
utama ketika gerakan Islam hendak melakukan perlawanan bersama 
yang melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat. Komunitas basis 
ini akan memberikan sumbangan paling berharga ketika sendi-sendi 
kekuatan moral dan perlawanan dengan model sendiri-sendiri 
mengalami kemacetan. Komunitas basis akan memberikan dorongan 
bukan saja kekuatan fisik, tetapi sekaligus kekuatan spiritual, sebab 
mereka inilah yang sebenarnya memiliki corak keberagamaan yang 
lebih genuine ketimbang corak keberagamaan para elit agama atau 
elit politik. Hal ini bila kita mengacu pada Ernest Gellner dapat 
dikategorikan sebagai bentuk keberagamaan mazhab tradisi-tradisi 
rendah (low tradition), bukan great tradition yang biasanya lebih 
berdirnensi syariah, sehingga memang kerapkali sangat ideologis- 
politis. 

Ketiga, mengambil alih otoritas agama dari penguasa ke 
tangan rakyat. Tatkala agama berada di dalam genggaman para 



penguasa baik itu penguasa rezim keagamaan atau rezim politik, 
harus disadari disitulah sesungguhnya sumber dari seluruh 
kemandegan dan kebuntuan agama-agama melakukan perlawanan 
terhadap segala bentuk kecurangan, penyakit dan kebusukan- 
kebusukan. Agama dalam konteks semacam ini hanya akan menjadi 
basis legitimasi kekuasaan yang sejatinya menindas rakyatnya. 
Agama tidak memiliki daya responsif atas penderitaan rakyat, 
sehingga rakyat sekalipun memiliki agama, namun agamanya 
sebagaimana dianut para penguasa yang cenderung korup, menin- 
das dan lalim. Agama yang demikian merupakan bentuk paling 
sempurna dari agama penindasan bukan agama sebagai pem- 
bebasan, terutama pembebasan terhadap kaum mustadl'afin 
sebagaimana misi liberatif profetik agama-agama dulu. 

Agama yang berada di bawah kepalan para penguasa karena 
itu harus diarnbil alih dengan segera. Tidak bisa lagi kita membiarkan 
agama hanya sebagai "mainan politik" para penguasa yang ke rjanya 
lebih banyak menjadikan agama sebagai tunggangan ketika 
dibutuhkan, namun dicampakkan ketika penguasa dalam keadaan 
aman dan nyaman. Kasus penunggangan agama sangat sering 
te jadi ketika musim proyek tiba, baik proyek penggusuran, proyek 
transmigrasi, proyek KB, proyek pembangunan bendungan dan 
jangan lupa ketika proyek pemilu tiba. 

Dalam kondisi seperti itu agama akan sangat laris untuk dijadi- 
kan basis-basis legitimasi, sekalipun kita ketahui bahwa sesungguh- 
nya sebuah kekuasaan yang korup, dan absolut tidak perlu lagi 
legitimasi sebab basis legitimasi sudah mereka kuasai sendiri. Kita 
sudah sangat lazim melihat betapa para penguasa senantiasa 
berkunjung ke pusat-pusat keramaian umat atau tempat-tempat di 
mana basis legitimasi agama akan dengan mudah didapat. Pesan- 
tren, masjid atau sekolah-sekolah berafiliasi keagamaan adalah 
sumber utama basis legitimasi kekuasaan, sebab di sanalah tempat 
berkumpulnya para pemegang otoritas agama secara konvensional. 
Jika kekuasaan membutuhkan legitimasi untuk sebuah proyek, maka 
pesantren, sekolah dan masjid akan ramai dikunjungi. Contoh paling 
riil dalam hal ini adalah apa yang dilakukan Golkar sebelum reformasi 
bergolak tahun 1998, dimana setiap pemilu tiba sudah bisa 
dipastikan rombongan Jurkam (Juru Kampenye) dan penguasa dari 
Pemda Kecamatan maupun Kabupaten akan berbondong-bondong 
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mengikuti jadwal shalat keliling, apalagi jika bulan Ramadan tlba, 
tarwih keliling (disebut Tarling) tidak ubahnya sebagai program lima 
tahunan Golkar ketika itu. 

Saat ini, bahkan bukan hanya Golkar, hampir seluruh partai 
politik "memanfaatkan" masjid sebagai pencari basis legitimasi, 
sebab di situlah tempat berkumpulnya orang-orang yang dianggap 
saleh dalam beragama, tetapi memang kebanyakan tidak melek 
politik, sehingga mudah dijadikan "sapi perab" elit politik. Bahkan, 
acara khitanan massal, pengobatan massal, dan kerja bakti massal 
sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah arena 
perebutan basis legitimasi politik kekuasaan partai politik. Sungguh, 
apa yang bakal terjadi jika seluruh arena publik telah menjadi 
incaran aktivis-aktivis politik, jika bukan "pengkerangkengan" 
agama untuk kekuasaan politik. Sebab itulah, kita hams melakukan 
perlawanan untuk mengambil alih semua itu, sehingga agama tetap 
memiliki elan vital pembebasan terhadap kaum mustadh' afin kapan 
dan dimana pun berada. Agama tidak menjadi "milik para politisi" 
atau agama hanya sekedar milik kekuasaan yang despotik. 

Rakyat hams dibebaskan dari penindasan, ini dalil yang tidak 
bisa ditawar-tawar ketika kita hendak menawarkan'sebuah 
kerangka baru dalam beragama. Rakyat hams diberi penyadaran 
agar mampu melakukan bargaining terhadap para pelaku 
penindasan dengan dalih agarna sekalipun. Pernahkah anda berpikir 
bahwa sesungguhnya agama merupakan sesuatu yang akan 
menindas jika tidak diberi ruh pembebasan oleh para penganutnya. 
Jika tidak pernah berpikir kearah itu, maka sejak sekarang mulailah 
berpikir bahwa agama merupakan ajaran yang akan sangat 
mungkin dijadikan sebagai alat penindasan karena dia memiliki 
basis nilai yang nyaris absolut, ketimbang nilai-nilai yang lainnya. 
Agama karena itu harus diberi nilai-nilai pembebasan oleh para 
penganutnya sehingga agama akan menjadi penyangga utama 
terjadinya perubahan dalam masyarakat mustadh'afin. Tanpa 
pikiran semacam ini, saya merasa bahwa sebenarnya keberagama- 
an kita masih dalam tahap sebagai pengikut, bukan sebagai mujtahid 
apalagi sebagai kreator revolusi berdimensi agama. Bahkan akan 
mungkin ketika kita asyik dengan tradisi-tradisi keagarnaan yang 
lama, kita sebenarnya lebih dekat dengan tuduhan agama itu sendiri 
yakni sebagai "penipu-penipu agama" kelas wahid yang tidak layak 



menerima manfaat dari agama, kecuali akan mendapatkan dosa 
akibat ulah perbuatan kita menelantarkan dosa-dosa kolektif yang 
telah dibuat oleh sesama penganut agama. Jelas, orang yang tidak 
bertuhan tidak bisa dibenarkan, namun beragama sekadar 
mengikuti kemauan hawa nafsu serakah juga tidak bisa dibenarkan 
sampai kapan pun. 

Berkaitan dengan gagasan pengambilalihan kekuasaan agama 
dari otoritas negara yang despotik maka gagasan syariah demokratik 
Mohammad Syahrur agaknya pantas dipertimbangkan. Syariah 
demokratik sebenarnya merupakan gagasan syariah yang lebih 
bersifat manusiawi-duniawi. Sebuah syariat yang bukan saja meng- 
utamakan ketundukan pada Tuhan semata, tetapi berkaitan 
langsung dengan gagasan kemanusiaan, di dunia ini. Syariah demo- 
kratik bukanlah syariah yang hendak mengacaukan pedoman- 
pedoman apa yang telah dianggap baku dalam ajaran Islam, tetapi 
lebih mengupayakan agar syariah mampu menangkap tanda-tanda 
zaman dan mampu merespon segera persoalan yang muncul di 
tengah masyarakat. Di sinilah, hemat saya, syariah demokratik harus 
mulai diusung ketengah masyarakat pluralistik yang sangat multi- 
kultural. Tanpa ada kemauan yang mendalam dan mendasar, agak- 
nya gagasan "membumikan syariah" akan menjadi perbincangan 
semata. 

Bagaimana melakukan 

Setelah dikemukakan secara sepintas darimana kita mesti 
memulai untuk menuju sebuah pilihan gerakan, dibawah ini hendak 
dikemukakan model atau cara melakukan sesuatu sehingga pilihan 
gerakan Muhammadiyah dapat be jalan efektif dan bernilai tinggi, 
sekurang-kurangnya tidak terbentur ditengah jalan akibat tidak 
tersusunnya sebuah kerangka gerakan transformatif yang memadai. 

Muhammadiyah, hemat saya, harus menegaskan kembali 
gerakannya, bukan saja sebagai gerakan dakwah Islam m a r  ma'ruf 
nahi munkar, tetapi lebih spesifik berkaitan dengan lapangan 
praksisnya. Apakah Muhammadiyah akan bergerak dalam level 
praksis ideologis, dalam arti lebih bersifat mengkampanyekan 
ajaran-ajaran Islam yang selama ini telah dipahami secara ketat, 
seperti tertuang dalam Himpunan Putusan Ta rjih (HPT) misalnya, 
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atau akan melakukan kreasi-kreasi sehingga tidak bersifat ideologis. 

Jika dahulu kita kenal Muhammadiyah sebagai organisasi 
dakwah Islam, maka dakwah Islam yang dike rjakan Muhamrnadiyah 
sebagaimana telah dikemukakan di atas harus bersifat liberatif- 
transformatif, bukan saja menyampaikan doktrin-doktrin kitab suci 
yang berisi dosa-pahala, sorga-neraka dan kabar baik serta kabar 
buruk. Sekali lagi ini semua penting, namun dalam era teknologi 
dengan segala macam penyakit sosial yang telah dikemukakan akan 
lebih bijak jika dakwah Muhammadiyah lebih mengarah pada 
menjawab problem-problem sosial yang muncul. Di sinilah buat saya 
gerakan dakwah Muhammadiyah harus membela kaum mustadh- 
'afin yang tertindas. Gerakan dakwah membela kaum mustadh'afin 
bila boleh disederhanakan sesungguhnya merupakan gerakan 
dakwah yang berdimensi kultural, bukan berdimensi politik 
sekalipun nanti akan memiliki dampak politis. 

Kejelasan pilihan gerakan harus dimulai dengan pilihan subjek 
dan objek dakwah Islam yang memadai. Subjek dan objek dakwah 
harus benar-benar memiliki political will untuk mengubah 
masyarakat dalam arti trasnformasi dan penyadaran kolektif. Sebab 
tanpa gerakan dakwah semacam ini, dakwah kultural yang digagas 
Muhammadiyah pada Tanwir di Denpasar Bali tahun 2002 hanya 
akan tinggal kenangan, sebab tafsir yang muncul atas Dakwah 
Kultural sangat beragam. Di sini pula agenda kultural Muhammad- 
iyah sangat jelas menghadang di depan mata, yakni bagaimana 
dakwah kultural benar-benar menjadi bagian dari strategi dakwah 
Muhammadiyah yang membebaskan, bukan menjadikannya 
sebagai berhala-berhala baru dalam berdakwah karena tidak ada 
kritik dan dianggap sudah final. 

Saat ini Muhammadiyah diperhadapkan dengan realitas 
pluralisme dan multikuturnya masyarakat. Artinya Muhammadiyah 
tidak bisa lagi terpaku pada model-model lama dalam mengembang- 
kan gerakannya, baik dalam dakwah maupun dalam praksis gerakan 
lainnya. Muhammadiyah sudah seharusnya melakukan reinventing 
apa yang hendak dikerjakan sehingga dapat berhasil guna dan tepat 
pada sasarannya tanpa terbuang percuma. 

Itulah, beberapa gagasan penting yang menurut saya meng- 
ilhami adanya semangat pembaruan dalam Muhammadiyah ketika 



lahir dahulu. Muhammadiyah mampu rnenangkap dengan cermat 
tanda-tanda zaman sehingga begitu lahir, terus berkembang dan 
didukung oleh banyak pihak. Tidak ada yang menyangka 
Muhammadiyah akan demikian besar dengan amal usaha yang 
demikian banyak, dan terus berkembang sampai sekarang. 
Pertanyaannya, akankah tradisi tajdid Muharnmadiyah dihentikan 
hanya karena kita malas melakukan terobosan-terobosan atas nama 
al-ruju'ila aI-Qur'an w a  al-sunnah yang sampai saat ini masih belum 
jelas benar bagaimana metodenya dan pelaksanaanya. 
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